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di -
tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona
Integritas 2023, serta evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan
dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dengan ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan capaian
Reformasi Birokrasi, serta Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Salah satu
strategi yang dilakukan adalah dengan cara menjaga tingkat keberhasilan unit kerja
mendapat predikat WBK/WBBM hasil evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) minimal
20% (dua puluh persen) setiap tahun, sehingga di masa yang akan datang evaluasi
Zona Integritas menuju WBK dapat dilakukan secara mandiri oleh Tim Penilai
Internal (TPI).

2. Dalam rangka upaya mencapai keberhasilan tersebut, serta menjaga kualitas
Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) di lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dengan ini kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut:

a. membatasijumlah pengadilan tingkat pertama yang diajukan pengadilan tingkat
banding untuk meraih predikat WBK/WBBM (kumulatif) maksimal 20% (dua
puluh persen) dari jumlah total pengadilan tingkat pertama di daerah hukum
pengadilan tingkat banding tersebut, dengan tetap mempertimbangkan hasil
penilaian pendahuluan PMPZI.

b. Unit kerja yang pada 2 tahun terakhir secara berturut-turut diusulkan ke
Kementerian PANRB untuk mendapatkan evaluasi pembangunan Zona
Integritas oleh TPN namun belum berhasil meraih predikat WBK/WBBM, tidak
dapat diusulkan untuk periode satu tahun ke depan, dan dapat diusulkan
kembali di tahun-tahun berikutnya bila memenuhi persyaratan pengusulan dan

lolos evaluasi secara berjenjang.



c. Pengadilan tingkat banding yang telah meraih predikat WBK/WBBM
berkewajiban untuk terus mendorong dan mengupayakan keberhasilan
pengadilan tingkat pertama di daerah hukumnya untuk meraih predikat
WBK/WBBM melalui program kerja pembangunan Zona Integritas yang fokus
pada dua sasaran utama yaitu terwujudnya peradilan yang bersih dan akuntabel

serta kualitas pelayanan peradilan yang prima.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
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